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Abstraksi 
Allah memeliki otoritas penuh dalam menggulirkan segala bola 
kebijakan dalam medan kehidupan umat manusia. Rancang 
bangun segala kebijakan tersebut, baik secara tekstual, maupun 
kontekstual terkontruksi dalam kitab sunyi-Nya-al-Qur’an dan 
selanjutnya memlimpahkan kewenangan rekayasa tafsir melalui 
utusannya-Rasul saw. yang diformalkan dalam bentuk al-Sunnah. 
Dalam tataran realitas dinamika kehidupan manusia ketika 
menjalankan tugas kekhilafahan ini, sarat dengan muatan 
kompleksitas. Mengingat keberadaan manusia dengan segala 
nilai minus dan plusnya, acap kali bergeser ke ranah kegaduhan 
yang hal ini tidak jarang menimbulkan fatalogi sosiual. 
Realitas di atas, tentu harus diatasi dan dijawab secara 
tuntutas. Dalam konteks ini yang paling berkompeten dan punya 
otoritas adalah pihak penguasa (Ulil al-Amr). Makan pihak 
penguasa dituntut dan bahkan wajib menghadirkan sebuah 
sistem tata aturan yang mengingat kepada rakyatnya, agar 
mereka dalam menjalanakan tugas-tugas kehidupannya tertib 
dan damai. 
Bentuk aturan formal yang dihadirkan pihak penguasa 
tersebut (Ulil al-Amr) lazim dan populer dengan julukan 
“perundang-undangan). Sebagai realitas hukum wadh’i yang 
didesain dan dihadirkan oleh penguasa (ulil amri), sangatlah 
lain andai ia dikaji dan dianalisis melalui media teori. 
Paling tidak, ada tiga teori atau rumus untuk mengkaji 
sekaligus menguji keberadaan perundangan-unadangan tersebut, 
yaitu dari aspek syari’ah, siyasah dan nazhariyyah. Syari’ah 
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adalah sebuah hukum atau undangan-undang formal yang berisi 
seperangkat aturan dan peraturan yang diperuntuknan kepada 
umat manusia (komunitas mukallaf). Siyasah adalah bentuk tafsir 
dialektika untuk mensiasati apakah sebuah peraturan 
(perundang-undanagn) tersebut benar-benar memiliki muatan 
tujuan yang maslahat bagi rakyat atau tidak. Sementara 
Nazhariyyah adalah bentuk penilaian berdasarkan teori dan 
tolok ukur pemikiran, pakah perundangn-undangan tersebut 
rasional atau tidak. 
Tiga teori atau sudut pandang tersebut (syari’ah, siyasah 
dan nazhariyah) terhadap perundang-undangan yang dihadirkan 
olerh penerintah (Ulil al-Amnr) melalui lemabaga tertentu, pada 
prinsip dan subtansinya dapat diterima, bahkan dalam hal 
tertentu ketika menjadi sebuah kebutuhan, ia sangat mengikat 
dan wajib dilaksanakan; sepanjang selaras dengan pesan 
esensial yang digagas pemilik mutlak hukum yaitu Allah swt. 
Sebab sesungguhnya sebuah aturan ( perundangan-undangan)  
apapun wujudnya, selama tidak fokus ke sana adalah  siasa-sia 
belaka (lã Hukma Illallãh). 
 
Kata Kunci: Islam, Perundang-undangan, Siyasah 
 
 
A. Pendahuluan 
Andai dipotret dari dimensi alur kesejarahannya, 
keberadaan hukum Islam ini sesungguhnya memiliki karakter 
dinamis dan evolutif. Hal ini terbukti, bahwa pada kurun abad 
pertama dan kedua, kontruksi hukum Islam  mengalami 
perkembangan yang cukup signifikan, sehingga 
yurisprudensinya
1
 semakin matang. Peran hukum Islam tersebut 
                                                 
1
 Penjelasan lebih luas dan detail mengenai mode-mode penmikiran 
yang berkembang dalam periode ini secara luas ditulis oleh Ahmad Hasan 
dalam “The Early Development Of Islamic Yurisprudence” yang di tertibkan 
oleh Lembaga Research Pakistan. 
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lebih eksis lagi, manakala institusionalisasi madzhab
2
  dan 
pengkodifikasian metodologi hukum Islam (Ilmu Ushu al-Fiqh) 
telah terbangun pada masa dinasti Abbasiyyah abad ke 3 
Hijriyyah.  Namun demikian,  disamping mengangkuat muatan 
arus positif dalam khazanah pemikiran hukum Islam,  juga 
membawa arus negatif-khususnya pada generasi berikutnya-
dimana mereka  kurang kreatif dalam mengembangkan 
konstruksi pemikiran baru  dan lebih memilih bersikap taklid 
terhadap madzhab yang dianutnya. Hal ini berlangsung hingga 
abad XVII.
3
 Bahkan lebih fatal lagi orientasi taklid mereka tidak 
sekedar pada anutan madzhab yang masih memiliki garis 
emosional dengan sumber syari’ah, tapi juga taklid terhadap 
hukum paroduk asing-Hukum Barat  yang sekuler 
4
. 
Akibat dinamisnya pengaruh hukum Barat, hingga 
implementasi hukum Islam  menjadi tersendat dan mesti 
berhadapan dengan berbagai tantangan dan hambatan yang cukup 
hebat. Bahakan dinyatakan oleh Abdullah Ahmad al-Naim
5
, 
keberadaan peran hukum Islam sejak akhir abad XIX berada pada 
level yang terendah. Kerajaan Usmani, Persia dan Moghul di 
India dalam aplikasi dan aktualisasi hukumnya, telah goyah dan 
terkooptasi oleh penyerapan model-model pemikiran hukum 
negara Barat dan tatanan internasional.  Dalam semua tataran, 
nyaris telah didominasi sistem perundang-unadangan Eropa, 
hanya hukum keluarga dan waris yang masih berlandaskan 
syari’ah. Dalih klasiknya, bahwa hukum Islam  harus cerdas 
memahami realitas tatanan internasional, gagasan 
konstitusionalism modern dan hak-hak asasi manusia. 
                                                 
2
 Secara lebih jelas, ketika pusat peradaban Islam akhirnya berpindah 
ke Mesir pada abad ke-12 H waktu Baghdab dan kota-kota muslim lainnya 
berhasil di kuasai Mongol, penguasa Mamalik dengan resmi menetapkan 
empat medzhab hukum Sunni sebagai madzhab hukum resmi negara 
3
 Kemal A. Faruki, Islamic Yurisprudence, Shah Offset Printer, New 
Delhi, 1994, hlm.28, selanjutnya Faruki. 
4
 Faruki, ibid, hlm.29-33 
5
 Abdullah Ahmed al-Naim, Dekonstruksi Syari’ah : Wacana 
Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam 
Islam, pen. Ahmad Suaedy, LkiS: Yogyakarta, 1994, hlm.65. 
 54 
 
  Vol. 8 No. 2 Juli-Desember 2017 
Tulisan yang sederhana ini, akan melakukan studi yang 
dipusatkan pada persoalan kedudukan perundang-undangan 
dalam Islam. Studi ini diasumsikan, bahwa Islam merupakan 
sebuah sistem hukum ilahi (divine law). Sebagai divine law , ia 
memiliki sumber yang mandiri yang diyakini merupakan wujud 
dari keseluruhan titah-Nya (khitãbullah), yaitu Al-Qur’an dan 
Sunnah Nabi sebagai model.
6
 Sedangkan perundang-undangan 
adalah sistem hukum yang didasarkan pada undang-undang yaitu 
suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum 
mengikat, diadakan, dan dipelihara oleh penguasa Negara.
7
 
Dalam istilah lain undang-undang merupakan keseluruhan 
peraturan yang dibuat oleh organ negara dalam rumusan-rumusan 
tertentu.
8
 
Tegsanya, dalam negara-negara konstitusional, hukum 
haruslah memiliki sumber legitimasi negara. Hukum sering 
diidentikan dengan undang-undang. Di sinilah sebenarnya timbul 
persoalan tarik menarik antara syari’ah (fiqh) dan undang-
undang. Apakah perundang-undangan yang lahir dari ketetapan 
organ negara memiliki dasar legimate dalam Islam sehingga 
seorang muslim secara moral harus juga tunduk terhadapnya?. 
Sebab bagaimanapun, perspektif doktrin Islam seluruh peraturan 
merupakan divine law (hukum Tuhan), Dia sebagai pemilik 
otoritasnya. Sementara  perundang – undangan pemilik 
otoritasnya adalah penguasa negara. Dua sumber yang berlainan 
akan tetapi sama-sama mengikat secara heteronom. Dengan 
demikian, apakah perundang-undangan tidak memiliki landasan 
tegas dari syari’ah dan juga tidak memilki landasan legitimasi 
                                                 
6
 Faruki, Ibid,hlm.12-13 
7
R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, 
hlm.123; dalam kenyataannya oleh para ahli hukum Undang-undang ini dibagi 
atas dua bagian: pertama, materil yaitu suatu keputusan pemerintah yang 
karena isinya disebut undang-undang, yaitu tiap-tiap keputusan pemerintah 
yang mengikat secara umum; kedua, formil yaitu keputusan pemerintah yang 
memperoleh nama undang-undang karena bentuknya, dalam mana ia timbul. 
(lih.  Aveldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, pen. Oetarid Sadino, PT Pertja, 
Jakarta, 1993, hlm. 80; lihat. Pula Soersono, Ibid, hlm. 128-129) 
8
 Solly Lubis , Hukum Tata Negara, Mandar Maju, Bandung, 1992, hlm.42-43 
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bagi orang muslim, sementara pada sisi lain,  ia merupakan arus 
utama (mainstraim)  yang dalam prinsip konstitusionalism 
dinyatakan, bahwa seluruh proses penyelenggaraan dan 
kehidupan bernegara  dan berbangsa harus bedasarkan aturan 
hukum yang jelas dan pasti?  
Tulisan yang sederhana, secara ringkas akan mencoba 
melakukan penelusuran terhadap hubungan kritis antara Islam 
dan perundang – undangan dengan kajian dari aspek Syari’ah 
(hukum Islam), Siyasah (politik), dan Nahzariyyah (teori). 
 
B. Isam dan Perundang-Undangan Ditinjaun dari Berbagai 
Perspektif. 
1. Perspektif Syari’ah  
  Islam sebagaimana dinyatakan oleh Kemal Faruki sebagai 
: “The following of right and rejection the up holding of truth and   
defeating of falsehood, the enjoining of good and the prevention 
of  evil... Islam is the divine law given to prophet muhammad by 
god after the  psycho social unification of the world”.9 
Konstatasi Faruki di atas sejalan dengan keyakinan hampir 
seluruh kaum  muslim , bahwa dalam Islam seluruh sistem 
hukum dan perundang-undangan harus dan senantiasa diasalkan 
kepada wahyu Tuhan (Al-Qur’an sebagai sumber hukum yang 
pertama, dan Sunnah Nabi sebagai smber hukum yang kedua). 
Al-Ghazali secara tegas menyatakan,  bahwa satu-satunya 
pemegang otoritas dalam hukum ( syari’ah)  adalah Allah.10 
Maka secara piramidal, keberadaan posisi Tuhan berada pada 
level paling puncak sebagai asal dari seluruh  legitimasi hukum. 
Dengan penalaran seperti inilah sesungguhnya Al-Ghazali 
berusaha memecahkan hubungan antara otoritas mutlak Tuhan 
dalam membuat hukum dengan kewenangan yang juga diberikan 
kepada para utusan-Nya, sebagaimana utusan-Nya juga 
melegitimasi ketaatan terhadap para pemimpin kaum muslimin. 
                                                 
9
 Faruki,Op.cit.,hlm. 12-13 
10
 Lihat, Mohammad Arkoun, Nalar Islami dan Nalar Moder: 
Berbagai Tantangan dan Jalan Baru, Octarid Sadino, PT. Pertja, Jakarta, 
1993, hlm. 150. 
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Ketaatan terhadap para pemimpin kaum muslim,  pada 
hakikatnya  adalah ketaatan terhadap khitah syar’i karena 
didasarkan atas titah Nabi  yang poros pangkalnya bersumber dari 
titah Tuhan itu sendiriu. 
Dengan demikian , keberadaan wali al-amr (pemegang 
urusan-pemerintahan) yang dikonstatir Al-Qur’an (athi>’u al-
lla>ha wa athi>’u al-Rasu>la wa uli al-amri minkum11) 
memiliki hak untuk ditaati, tidak lain karena legitimasi hukum 
yang diberikan Tuhan.  Ini bararti bahwa uli al-amri memiliki 
garis kewajiban untuk selalu menyelaraskan setiap bentuk 
kebijakan dengan kehendak Tuhan, mengingat pemberian 
legitimasi ini tidak bisa lepas dari makna otonom. Hadits tentang 
ijtihad yang diekspresikan Muadz Ibn Jabal
12
, jelas sangat 
membantu konstatasi di atas.  
 Faruki dalam “Evolution of Islamic Constilutional 
Theory” sebagaimana dikutip al-Na’im menyatakan : “Tanpa 
mengurangi fungsi ekslusif Tuahn sebagai pencipta hukum, suatu 
otoritas temporal untuk memahami atau menafsirkan hukum 
Tuhan atau mengelaborasi perinciannya tetap diperlukan. Hal ini 
karena sering kali syari’ah menyatakan seuatu yang “sederhana” 
yang bersifat prinsip saja dan meninggalkannya kepada umat 
manusia untuk mengerjakan detil-detil hukum dan aturan 
berdasarkan pada prinsip tersebut. Atau mungkin, syari’ah secara 
khusus memberikan peluang pada lapangan pemikiran manusia 
dan memahami setting dari aturan-aturan dalam masalah tertentu. 
Realitas maraknya perbedaan madzhab dalam reaktualisasi 
hukum Islam, ini menunjukan, bahwa garis besar hukum Islam 
bersifat interpretatif  yang merupakan derivasi dari syari’ah. 
Sementara interpretasi, dirivasi dan elaborasinya, dalam ilmu 
politik kontemporer  harus teridentifikasi oleh negara 
konstitusional.
13
 
                                                 
11
  QS al-Nisa : 59 
12
  Lihat, Abu Dawud,  Sunan Abu Dawud, Mesir: Dar al-Fikri, 1950, 
hlm. 250 
13
  Ibid,. Hlm 151 
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Pernyataan Faruki ini secara jelas menunjukkan bahwa 
dalam Islam semua keputusan hukum apapun yang berisi aturan-
aturan harus berada dalam fungsi legislasi syari’ah, walaupun 
dalam wilayah-wilayah tertentu memiliki kewenangan inperetasi 
terhadap apa yang dimaksud oleh syari’ah tersebut, yang oleh 
para ahli hukum Islam dikenal sebagai ijtihad. Safia Iqbal 
menyatakan, bahwa ijtihad merupakan suatu sistem atau metode 
yang dikonsentrasikan untuk memecahkan berbagai persoalan 
spesial  yang tidak dijelaskan secara permanen baik oleh Al-
Qur’an, maupun Al-Sunnah. Karena memilik dampak hukum 
yang tidak sederhana, maka pelaku ijtihad (mujtahid) harus 
memiliki integritas keilmuan yang mumpuni. Dalm konteks ini, 
lebih lanjut Safia menyatakan, paling tidak ada empat intitusi 
dalam Islam yang absah untuk melakukan  praktek ijtihad, 
yaitu:
14
 
1. Ulama (ahl al-dzikr). Mereka adalah komunitas yang telah 
disepakati memiliki kualifikasi keilmuan pada bidang agama 
(al-fuqaha>). 
2. Pemimpin kaum muslimin (The caliph of muslim). Mereka 
adalah pengemban sekaligus perumus kebijakan yang 
bertanggung jawab atas kepentingan kaum muslim. 
3. Badan penasehat (The caliph consultaive body)>. Mereka 
adalah institusi (badan) yang dibentuk untuk memberi 
masukan dan pertimbangan kepada penguasa muslim ketika 
merumuskan dan melahirkan kebijakan. 
4. Peradilan syari’ah (Islamic Syari’ah Courl). Sebuah institusi 
(badan) yang dibentuk untuk menerima dan memecahkan 
berbagai kasus hukum yang dihadapi kaum muslimin. 
 
Keempat institusi tersebut, tidak boleh berdiri dan 
berperan sendiri-sendiri, melainkan harus menjadi satu kesatuan  
yang utuh dan integral, sehingga produk hukum yang dikontruksi 
mereka, bisa memenuhi rasa keadilan yang didambakan oleh 
                                                 
14
 Safia Iqbal, Women and Islamic Law, New Delhi: Shah Offest 
Printer,1994 , hlm. 245-253. 
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masyarakat.  Atas dasar empat piliran inilah, sebuah perundang-
uandangan bisa mendapat legitimasi syrai’ah. 
 
2. Perspektif Siyasah 
Pada fase awal perkembangan pemikiran hukum Islam 
(ilmu fiqh-yurisprudensi), sesungguhnya  telah digaduhkan oleh 
sebuah pertanyaan kontroversi yakni, “apakah pendapat dan 
keputusan yang diklaim bersumber dari Nabi saw. dan sahabat-
sahabatnya itu benar-benar orsinil atau sekedar produk rekayasa 
yang selanjutnya  diproyeksikan ke belakang dari abad kedua 
Islam untuk mendapat dukungan otoritas lebih awal dan lebih 
kuat bagi proposisi syari’ah?” Kontrovesri ini semakin 
mengemuka, manakala sumber-sumber obyektif yang independen 
dan mendapat legalitas untuk memverifikasi berbagai fakta dan 
peristiwa sejarah semakin langka. Terlepas dari kasus kontroversi 
tersebut, dalam konteks ini Abdullahi Ahmed al-Na’im mencatat 
berberpa hal penting sebagai berikut:
15
 
Pertama, sejak tahun 622 masehi, sesungguhnya umat 
Islam telah menjadi komuntitas politik independen yang memiliki 
aturan dan ketentuan sendiri dalam hal pemerintahan dan 
administrasi peradilan. Sumber asasi aturan dan ketentuan 
tersebut adalah Al-Qur’an yang diakualisasikan melalui paraktek 
sunnah Nabi saw. secara langsung selama hidupnya.  Setelah 
beliau wafat, tradisi aktualisasi pemahaman dan pengamalan 
syari’ah tersebut selanjutnya diteruskan oleh para generasi 
berikutnya, yakni para sahabat. Karena alasan faktor kedekatan 
dengan Nabi saw., maka pendapat dan produk keputusan hukum 
mereka, dianggap oleh para ahli hukum, memiliki bobot nilai 
yang cukup tinggi. 
Kedua, walaupun terdapat banyak keputusan dan 
pendapat nabi dan generasi muslim pertama dan kedua, namun 
untuk beberapa dekade sebagian besar diwariskan dalam bentuk 
tradisi lisan yang informal sebelum secara berangsur-angsur 
                                                 
15
Abdullah Ahmad an-Na’im, Op. Cit, hlm. 34-38 
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dikumpulkan dan direkam kembali untuk suatu kajian dan 
pengembangan sistematik pada abad kedua Islam.  
Ketiga,  pada abad kedua Islam terjadi pemilahan selektif 
dan kajian sistematik terhadap tradisi generasi muslim pertama 
dan kedua. Kontruksi syari’ah ( fiqh ) pada abad kedua ini 
dibangun atas karya individual para ahli hukum yang karenanya 
didirikan oleh luasnya kandungan lokal yang diterima secara 
wajar dan sah.  
Keempat,  pandangan dan keputusan spesifik yang ada 
pada abad pertama Islam belum dikembangkan ke dalam prinsip-
prinsip umum atau dirangkum ke dalam sistem yang dikenal 
sebagai syari’ah ( fiqh ). Para perintis hukum syari’ah (fiqh) sama 
sekali belum berfikir dari segi hukum positif. Karna itu perlu 
menggunakan konsep dan implikasi-implikasi konstitusionalisme 
untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi prinsip-  prinsip 
syari’ah terkait. 
Sumber teori konstitusional paling otoritatif dibawah 
syari’ah adalah model negara Medinah yang dibangun sendiri 
oleh Nabi saw. pada tahun 622 M. dan diterapkan oleh keempat 
khalifah pengganti. Bila kita meneliti model negara Medinah, 
dapat diketahui bahwa, khalifah ditunjuk sekelompok kecil kaum 
muslimin atau ditunjuk oleh khalifah sebelumnya kemudian 
dikuatkan oleh masyarakat muslim melalui dukungan umum 
(bay’at)16. 
Model negara Medinah inilah yang kemudian menjadi 
inspirasi para ahli hukum dalam merumuskan berbagai problema 
hubungan Islam dan negara. Para ahli hukum Islam klasik 
tampaknya semua sepakat,  bahwa institusi negara wajib (kecuali 
                                                 
16
 Ilyas Ahmad berdasarkan penelitiannya terhadap konsep bay’at 
dalam tradisi politik muslim menandaskan, “Hence if the islamic state was the 
work of man in one sense, it was also the work of god in another. Religion and 
politic could never be separated in Islam and to this day religion remains the 
basic foundation of the islamic social and political structure”. (Iih. Ilyas 
Ahmad, The Social Contract and The Islamic State, Lahoti Fine Art Press, 
New Delhi, 1981, terutama hlm. 190) 
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sebagian kelompok Khawarij),
17
 dengan berbagai perbedaan 
apakah itu secara aqli atau syar’i, adanya. 
Ibn Taimiyyah dalam  tulisannya, menyebutkan, bahwa   
yang dimaksud  dengan wajib walãyah   adalah sebuah kemestian 
yang diambil oleh seorang pemimpin  guna menerapkan prinsip-
prinsip kemaslahatan bagi masyarakat sesuai dengan nilai-nilai 
ajaran Islam.  Jika hal tersebut tidak dilakasanakan, 
konsekuensinya  tatanana kemasyarakatan dan nilai-nilai agama 
akan rusak. Dan ini merupakan sebuah kerugian besar, baik di 
dunia maupun di akhirat. Jika terjadi sebuah kontradiktif dan 
kekisruhan anatara al-rã’iyyah di satu pihak dan al-ru’ah di pihak 
lain, selanjutnya muncul seseorang memberikan solusi dengan 
instrumen ijtihadnya guna mencari titik kemaslahantan untuk 
mereka dan agamnya,  maka sesugguhnya ia adalah  sosok dan 
typelogi seorang pemimpin yang paling ideal dan pejuang paling 
utama di jalan Allah.”18 
Dalam tataran konteks ini secara eksplsit ia (Ibnu 
Taimiyyah) hendak menenegaskan, bahwa seorang pemimpin 
dapat malah harus menggulirkan kebijakan politik demi menjaga 
muru’ah agama di satu pihak, dan menciptakan kedamain dan 
kemaslahatan bagi umat (masyarakat) di pihak lain. Andai pada 
posisi syar’iyyah, pusat otoritas dalam hukum adalah Tuhan, 
maka pada posisi Siyasah penguasa memiliki kewenangan yang 
luas sesuai dengan tingkat kebutuhan untuk mewujudkan apa 
yang baik dan terbaik (al-shala>h wa al-ashlah) bagi tegaknya 
agama dan terwujudnya kehidupan dunia yang dikehendaki 
syari’ah. Karena itu di kalangan mayoritas ahli hukum klasik 
                                                 
17
 Pemikiran terhadap wajib ditegakkan institusi negara atas dasar 
syari’ah tetap menjadi tema dominan dalam pemikiran politik Islam. Upaya 
melanggar dan mengingkari ‘pemikiran’ ini seringkali harus berhadapan 
dengan sangsi yang sangat kuat bahkan dikategorikan sebagai murtad seperti 
yang dialami Ali Abdul Raziq dalam pengadilan oleh ulama-ulama Mesir atas 
tulisannya yang menentang ‘wajibnya’ kekhalifahan. (penjelasan lebih luas 
dapat dibaca dalam Hamid Enayat, Reaksi Politik Sunni da Syi’a: Pemikiran 
Politik Islam Modern Menghadapi abad 20, pen. Asep Hikmat, pustaka, 
Bandung, 1982) 
18
 Taqiyuddin Ibnu Taimiyyah, Al-Siyasah al-Syar’iyyah fi Ishahi al-
Ra’iy wa al-Ra’iyyah, (Mesir : Dar al-Kutub al-Arabi, , 1951), hlm.22. 
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seringkali ditegaskan, bahwa kualifikasi seorang pengusaha 
negara adalah “seorang mujtahid dalam bidang ushul dan furu’ 
supaya ia dapat melaksanakan urusan agama, karena diantara 
tujuan-tujuan imãmah yang paling penting adalah memelihara 
akidah, memecahkan dan menghilangkan persengketaan...”19 
Mengenai bagaimana metode yang diperlukan oleh 
penguasa untuk mewujudkan kemaslahatan syar’i,  dalam hal ini 
sesungguhnya tidak ada peraturan yang baku. Keberadaan sebuah 
metode, tentu bisa berubah sesuai dengan tuntutan fakta realita 
yang dihadapi. Bila dibandingkan dengan sistem politik 
demokrasi modern yang memisahkan atau membagi kekuasaan 
yang diformalkan dalam bentuk legislatif, yudikatif dan eksekutif 
yang kesemuanya mendapatkan legitimasi dari rakyat sebagai 
pemilik kedaulatan (siya>dat al-ummah) untuk menetapkan 
kemaslahatan umum lewat suatu ‘social contract ; menganai hal 
ini, dalam teori politik Islam sesungguhnya tidak terdapat aturan 
yang tegas . Akan tetapi ini tidak berarti dalam teori politik Islam, 
bahwa hanya penguasa sendiri yang melaksanakan ketiga 
kekuasaan ini, sedang yang lainnya tidak mungkin 
melakukannya. Seorang penguasa dapat menyerahkan 
pelaksanaan kekuasaan ini kepada yang lainnya untuk maksud 
efektifitas pemenejan, manakala otorisasi Islam (daulah 
Islãmiyyah) berkembang luas.
20
 Hanya saja dalam teori politik 
Islam kedaulatan rakyat bukan merupakan sumber asasi bagi 
penetapan hukum, sebab Tuhan merupakan pemegang kedaulatan 
tertinggi. Namun demikian, pengusungan nilai kemaslahatan 
yang dikontruksi lewat media ijtihad adalah sebuah keniscayaan 
adanya. Dalam konteks ini, Abdul Hamid Mutawally 
menegaskan: “Dan kita tidak mengabaikan, bahwa apa yang 
                                                 
19
 Lihat, Al-Qutb Muhammad a-Quthb Thibliyyah, Al-Wasi>th fi> al-
Nadzmi al- Isla>miyyah, vol 1, cet. 1, (Libanon : Dar al-Fikr, 1986) , hlm. 
418; Iihat, Muhammad Salam Madzkur, Al-Qadha fi al-Islam, (Kairo :  Dar al-
Nahdhal al-Arabiyyah, , t.th,) hlm 13. 
20
Abdul Hamid Mutawalli, Al-Isla>m Wamaba>di Nidza>mi al-
Hukmi Fi>-al-Markisiyyah Wa Dimiqratiyyah al-Gharbiyyah, (Iskandariyyah 
: Al-Ma’arrif, 1976,) hlm. 138. 
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dikehendaki hukum-   hukum syara’ itu adalah memelihara, 
merawat dan menjaga perinsip kemaslahatan universal. Hal itu 
tidaklah bertentangan dengan hukum-hukum syar’iyyah. Dan 
tidak diragukan, bahwa ‘kemaslahatan’ yang dicari oleh 
pemerintah lewat pendapat umum (atau dengan sejenisnya seperti 
lewat anggota parlemen), tidak bertentangan dengan hukum-
hukum syari’ah....”21 
Dengan demikian, perundang-undangan secara politik 
dapat dipandang sebagai salah satu kebijakan penguasa yang 
dibuat dan dirumuskan untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita 
yang dikehendaki. Perundang-undangan  dalam Islam, sepanjang 
ia merupakan suatu kebijakan politik hukum penguasa yang 
mendapatkan legitimasi sah dari rakyat,  maka ia mengikat dan 
bahkan bisa  memaksa warga negara untuk tunduk dan patuh 
terhadap ketentuan tersebut. Sebuah persoalan menarik akhirnya 
muncul-mengambil contoh kasus Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
di Indonesia-seandainya KHI ditarik ke status undang-undang 
tidakkah ini akan membahayakan eksistensi hukum Islam itu 
sendiri? 
 
3. Perspektif Nazhariyyah  
Dalam pemerintahan negara modern perundang-undangan 
yang disusun senantiasa tunduk pada prinsip konstitusionalisme. 
Dalam konstitusionalisme modern, negara diatur oleh konstitusi 
yang didefinisikan sebagai hukum organik dan dasar suatu bangsa 
atau negara yang menetapkan sifat dan konsep pemerintahannya, 
mengorganisasikan pemerintahan, mengatur, membagi, dan 
membatasi, fungsi departemen-departemen yang ada, serta 
menentukan cakupan dan cara menggunakan kekuasaan. Dalam 
alur yang sama, sumber yang lain mendefinisikan 
konstitusionalisme adalah sebuah teori atau prinsip dimana 
otoritas publik harus digunakan menurut hukum. Sementara 
institusi negara, masyarakat (civil), kekuasaan yudikatif, 
eksekutif dan legislatif, memiliki kekuatan hukum yang 
                                                 
21
 Mutawalli, Ibid, hlm. 120 
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bersumber dari konstitusi yang harus dipatuhi  selama tidak 
meyimpang dari arah pemerintahan saat itu. Singkatnya 
konstitusionalisme merupakan pemerintahan oleh hukum 
(giverment by law), bukan pemerintahan oleh orang-orang 
(goverment by men).
22
 Undang-undang adalah sebuah peraturan 
organik yang dibuat oleh penguasa melalui badan negara yang 
berwenang,  sedang mengenai  cara pembentukannya dan badan 
mana yang diberi wewenang tergantung kepada sistem 
pemerintahan yang dianut. Akan tetapi ciri umum yang paling 
mudah diamati adalah bahwa perundang-undangan yang berkait  
dengan kepentingan fundamental warga negara,  dirumuskan 
secara bersama  dalam lembaga perwakilan rakyat. Hal ini tidak 
lain, agar  terpenuhi hasrat dan cita-cita ideal warga negara 
(rakyat). Montisquie menyerahkan sepenuhnya persoalan 
kewenangan legislasi kepada lembaga legislatif (Congress) tanpa 
campur tangan pemerintah yang hanya memiliki wewenang 
sebagai penyelenggara negara supaya hukum dapat dijalankan 
secara benar. 
Di kalangan ahli hukum modern terdapat perbedaan 
pandangan  mengenai, apakah sesungguhnya hukum itu adalah 
undang-undang semata, atau ada sumber lain selain undang-
undang. Berkenaan dengan ini terdapat tiga aliran praktik hukum, 
yaitu:
23
 
1. Aliran legisme. Menurut aliran ini, hukum adalah undang-
undang, artinya tidak ada sumber hukum lain, kecuali undang-
undang. Sementara aturan di luar undang-undang  bukanlah 
hukum. Aliran ini sangat menekankan kepastian hukum. 
2. Aliran Rechtbewegung. Aliran ini berpendapat, bahwa: (1) 
hukum diciptakan oleh hakim, (2) keputusan hukum 
didasarkan atas realitas kondisi perkembangan dalam 
masyarakat, (3) hukum terbentuk oleh peradilan, (4) bagi 
hakim, undang-undang, kebiasaan, dan sebagainya merupakan 
sarana dalam membentuk dan menemukan hukum pada kasus-
                                                 
22
  Ibid, hlm. 135 
23
 Soeroso, Op.cit, hlm. 87-90 
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kasus yang kongkret, dan (5) kegunaan sosial merupakan dasar 
pandangan dari rechtbewegung.  
3. Aliran Rechtvinding. Aliran ini merupakan pandangan yang 
sekarang lebih banyak dianut. Aliran ini, menyatakan bahwa: 
(1) hukum harus berdasarkan keadilan masyarakat yang terus 
berkembang, (2) undang-undang harus ditafsirkan oleh hakim, 
(3) undang-undang tidak dapat terinci melainkan hanya 
memberikan algemeene richtlijnen, (4) undang-undang tidak 
selamanya mencakup seluruh persoalan, maka hakim harus 
menyusunnya melalui rekonstruksi hukum, rechverfining atau 
argumentum a contrario. 
Hukum-hukum syara’ dalam al-Qur’an ( sebagai asal dan 
sumber hukum pertama bagi hukum -hukum tersebut ) lebih 
merupakan pernyataan -pernyataan yang umum atau universal 
menurut istilah para ahli hukum. Memang di dalamnya terdapat 
hal- hal yang juz-iyyãt dan tafshiliyãt, akan tetapi jumlahnya 
sedikit. Dan ini bisa dijelaskan, bahwa hukum Islam secara garis 
besar dibagi dalam : 
1. Ibadah seperti shalat,puasa, dan yang disamakan dengannya 
seperti hukum keluarga dan waris . Berkenaan  dengan soal 
ini, aturan dan penjelasan hukumnya lebih bersifat tafshily, 
karena hukum-hukum yang berkenaan dengan jenis ini 
bersipat ta’abbudiy dimana akal tidak memiliki kewenangan 
untuk turut campur memberi interpretasi. Hukum-hukum 
ibadah berkembang sejalan dengan perkembangan situasi.
24
 
2. Mu’amalah ( selain ahwal al-syahkshiyyah  dan mawarits). 
Mu’amalah ini meliputi berbagai bidang hukum yang juga 
merupakan wilayah dari hukum – hukum positif. Bererkenaan 
dengan ihwal mu’amalah ini, al-Qur’an tidak menjelaskannya 
secara rinci, hanya menyebutkan prinsi -prinsip umumnya 
saja. Penjelasan yang rinci terbatas untuk kasus  kasus hukum 
tertentu saja ( hukum warist dan hukum yang berkenaan 
dengan keluarga ). Ini disebabkan karena hukum-hukum syara’ 
yang khusus berkenaan dengan hal-hal juz’i selalu berubah 
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 Mutawalli,Ibid, hlm.15 
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sejalan dengan perubahan situasi dan kondisi. Akan halnya al-
Qur’an, ia hanya memberikan kaidah- kaidah universal 
(kuliyyah) , sementara teknik oprasional di lapangan 
diserahkan kepada waliyu al-amr , supaya ia membentuk 
aturan-aturan  demi keamslahatan umat yang sesuai  dengan 
semangat konstitusi al-Qur’an.25 
 
Al-Syatibi-sebagaimana dikutip Abdul Hamid Mutawalli, 
berkenaan dengan firman allah “al-yauma akmaltu lakum 
di>nakum wa atmantu ‘alai>kumni’mati> wa radhitu lakum al-
Islama> di>nan” 26, menjelaskan bahwa ayat tersebut  
sorotannya tidak fokus terhadap materi tertentu secara rinci dan 
detil, melainkan  bicara ihwal kasus kulliyya>t , sementara kajian 
dan tafsir atas  turunannya  (juz’iyyat) dipersilakan kepada para 
mujtahid. 
Pada kasus terma Mu’amalat ini, selanjutnya 
dikembangkan oleh para ahli hukum  (baca: para pakar ilmu 
ushul fiqih-al-Ushuliyyun), hingga akhirnya mengemuka idiom : 
Istihsãn,  Istishlãh,  Qiãs,  dan ‘Uruf. Istihsãn yang dalam 
terjemahan paling tepatnya adalah “kontruksi yang 
menguntungkan” (favourable contruction) atau “pilihan hukum” 
(juristic preference), merupakan suatu metode pengambilan 
hukum yang dalam alasan-alasan tertentu bertentangan dengan 
qiyas yang lazim. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh 
kalangan ulama Hanafiyyah. Dalam beberapa hal, teori ini 
dipergunakan untuk mengimbangi kekakuan qiyas (Qiyas Jaali) 
dengan berupayakan menemukan konsistensi hukum melalui 
unsur tersembunyi dalam hukum yang sebenarnya menentukan 
sifat dan karakteristik dari hukum itu sendiri. Dalam 
perkembangan teori selanjutnya, Istihsãn, sebagaimana 
ditunjukkan dalam terjemahan pertama dan kedua merupakan 
jalan keluar dari kekakuan ketentuan-ketentuan baku, yang atas 
alasan-alasan tertentu (dalil yang lebih kuat, urf shahih, atau 
                                                 
25
 Ibid, hlm .16 
26
 Al-Syatibi, al-Muwaafqat, Mesir, Dar al-Fkr, tt,. hl. 250 
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kemaslahatan) ketentuan baku tidak dipakai. Dalam tesis Wahbah 
al-Zuhaily, Istihsãn merupakan metode Istinbath al-Ahka>m 
yang didasarkan pada pertimbangan semangat hukum (Ruh al-
Hukm) 
27
. 
Istishla>h merupakan sebuah terminologi yang secara 
teknis pertama kali diperkenalkan oleh al-Ghazali. Istishla>h 
adalah sebuah metode pengambilan dan penentuan keputusan 
hukum atas dasar pertimbangan kemaslahatan. Selanjutnya oleh 
al-Ghazali pertimbangan kemaslahatan tersebu diformalkan ke 
dalam bentuk sebutan khusus yang populer dengan istilah Hifdzu 
Maqashid al-Syar’i , yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal,  harta 
dan keturunan .
28
 Kelima tujuan syara’ yang dirumuskan Al-
Ghazali tersebut, oleh Al-Naim  dinilai sebagai agenda 
kemanusiaan dalam hukum, dan ia sangat mirip dengan ide 
tentang “kebijakan umum (public policy)” atau “kebijakan hukum 
(the policy of law) dalam tradisi Barat”.29 
Urf, merupakan adat kebiasaan yang hidup dalam 
masyarakat yang dalam batas-batas tertentu diterima sebagai 
sumber syari’ah.30 Urf , di kalngan ahli hukum sunni, tampaknya 
diterima sebagai ketetapan umum. Hal ini ditegaskan lewat 
instrumen Qaidah Fiqhiyyah, “ al-‘A<datu Muhakkamah” ( 
kebiasaan dapat dijadikan hukum).. 
Dengan demikian keberadaan perundang-undangan , yang 
dalam banyak materinya memuat ketentuan-ketentuan rinci dan 
detil terhadap hal-hal tertentu dari suatu tindakan atau kasus 
hukum yang didasarkan kepada “kebijakan umum dan kebijakan 
hukum” serta pertimbangan “cita hukum masyarakat”,  bukanlah 
                                                 
27
 Lih. Wahbah al-Zuhaily, Ushul al-Fiqh, jilid I, Dar al-Fikr, Beirut, 
1991 
28
 Lihat, Abu Hamid Al-Ghazali, Al-Mustashfa min “ilmi al-Ushul, 
Dar al-Fikr, Beirut, t.th., hlm.; pengembangan sangat luas melampaui apa yang 
dirumuskan Al-Ghazali adalah konsep maqashid al-syari’ah yang dirumuskan 
Al-Syatiby dalam “Al-Muwafaqat”. Didalamnya dipaparkan secara genial 
bagaimana sesungguhnya penterapan hukum harus melihat sisi etis dan 
hukum. 
29
 Al-Na’im. Op.cit., hlm. 51 
30
 Ibid., hlm. 53 
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hal yang asing, karena  secara teori, maupun praktek,  ia telah 
lama hidup dalam tradisi pemikiran hukum Islam. 
Penutup 
Syari’ah adalah sistem aturan yang bersumber dari 
Alqur’an dan al-Sunnah. Al-Qur’an dan al- Sunnah adalah dua 
pilar sandaran dan acuan umat Islam ketika mereka dibingungkan 
untuk menentukan pilihan yang terbaik dan terbenar dalam 
memenej tatanan hidup dan kehidupannya. Tata aturan hukum 
yang dikontruksi keduanya, lebih menukik kepada ihwal realitas 
kehidupan sosial yang univeral ketimbang fokus ke ihwal parsial-
kasuistik.  
Realitas kehidupan sosial yang universal ini riskan dengan 
kegaduhan dan sarat komplekssitas. Oleh karena itu, Syari’ah 
yang mengusung prinsip kemasalahatan, sesusunguhnya 
mempersilakan kepada pihak yang berkompeten dan memiliki 
integritas wilayah akadims yang mempuni untuk mengkontruksi 
perangkat aturan yang mengikat kepada umat (masyarakat), 
supaya mereka bisa menajalanakan hidup dan kehidupannya 
secara tertib dan damai. 
 Dalam konteks membangun tatanan sosial yang tertib dan 
beraturan, pihak penguasa (ulil al-amri) memiliki peran yang 
sangat urgen. Dalam sitauasai apapun mereka harus mampu 
menghadirkan sebuah aturan guna memberi kemaslahatan bagi 
rakyat. 
 Salah satu bentuk aturan yang dikontruksi oleh 
pemerintah adalah melahirkan perundang-undangan, dimana 
keberadaannya mengikat dan bahkan memaksa kepada rakyatnya 
untuk ditaati dan dilaksanakan. Sekali-lagi target utamanya 
adalah supaya terbangun kondisi rakyat yang tertib dan teratur 
yang pada gilirannya untuk kemaslahatan mereka sendiri. 
 Sebuah perundang-undangan yang dikontruksi 
penguasa (ulil amr), tentu harus teruji melalui teori-teori tetentu. 
Dalam konteks ini, paling tidak ada tiga teori yang representatif 
untuk menguji perundangan-undangan tersebut, yaitu dari aspek 
syari’ah, siyasah dan nazhariyah. Secara perspektif syari’ah, 
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siyasah maupun nadzariyyah, perundang-undangan merupakan 
suatu hukum organik yang diturunkan atas suatu prinsip dasar 
konstiusif yang dirumuskan oleh penguasa politik berdasarkan 
sistem tertentu. Dalam Islam seluruh peraturan hukum organik 
yang ditetapkan oleh pemegang otoritas kekuasan (politik-
siyasahg). memiliki kekuatan hukum yang mengukat dan 
memaksa selama ia sejalan dengan asas Islam. 
  Wallahu a’lam 
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